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Literatur Review 
Kebijakan

Kebijakan dan Kebijakan Publik
Kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota (city). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkaitan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Dan menurut Noeng Muhadjir secara umum merupakan upaya atau tindakan untuk memecahkan masalah atau problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut Noeng Muhadjir dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yaitu, tingkat hidup masyarakat yang meningkat, terjadi keadilan (  the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual ), diberikan peluang untuk aktif partisipasi bagi masyarakat dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi dan yang terakhir yaitu terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara garis besar kebijakan merupakan cara atau upaya membuat keputusan yang dilakukan dan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dalam suatu organisasi. Dan menurut Weihrich dan Koontz menyatakan bahwa kebijakan merupakan alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi. 

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplementasikan dari tindakan manajer. Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berpikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manajer dalam memutuskan komitmen. Kebijakan dapat mencakup berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan banyak lagi. Tujuan utama kebijakan adalah untuk mempengaruhi perilaku, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan yang dianggap penting oleh pembuat kebijakan.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, atau menyelesaikan suatu masalah yang ada di publik. Sehingga konteks kebijakan sangat berkaitan erat dengan masalah publik. Dan banyak disebut dengan kebijakan publik. 

Pengertian kebijakan publik ini sendiri tidak jauh berbeda dengan pengertian kebijakan, namun secara spesifik kebijakan publik dibuat oleh pemerintah atau pemangku kepentingan yang memiliki wewenang yang dibuat untuk menyelesaikan masalah publik dan membawa dampak bagi publik atau masyarakat.

Macam - Macam Kebijakan Publik
Dalam konteks kebijakan publik, terdapat dua jenis kebijakan yang berperan berbeda dalam siklus kebijakan. Kedua jenis kebijakan ini adalah kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. 

· Kebijakan Substantif
Kebijakan substantif merujuk pada kebijakan yang berfokus pada isu-isu utama atau isu pokok yang ingin diatasi oleh pemerintah atau lembaga terkait. Kebijakan substantif menentukan tujuan-tujuan kebijakan yang ingin dicapai dan seringkali mencakup rumusan masalah, pemilihan alternatif kebijakan, dan pengambilan keputusan.Kebijakan substantif melibatkan pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah kebijakan kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan penduduk, atau kebijakan lingkungan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan alam.

Kebijakan substantif dapat melibatkan analisis masalah, evaluasi alternatif kebijakan, pembuatan undang-undang atau peraturan, dan pengambilan keputusan oleh pembuat kebijakan.

· Kebijakan Implementatif
Kebijakan implementatif merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan atau melaksanakan kebijakan substantif yang telah ditetapkan. Kebijakan implementatif melibatkan operasionalisasi dan pelaksanaan kebijakan dalam kehidupan nyata. Ini mencakup proses pelaksanaan kebijakan, alokasi sumber daya, koordinasi antara badan, komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dan pemantauan hasil pelaksanaan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat berdampak pada pencapaian tujuan kebijakan. Jika implementasi tidak efektif, maka tujuan kebijakan substantif mungkin tidak tercapai. Contoh dari kebijakan implementatif mencakup pelaksanaan program kesehatan masyarakat, distribusi dana bantuan sosial, atau penegakan undang-undang lingkungan.

Tahapan Kebijakan Publik
Menurut William N. Dunn yang ditulisi dalam bukunya yang berjudul "Public Policy Analysis" terdapat lima tahapan dalam proses analisis kebijakan publik. Tahapan-tahapan ini membantu dalam pemahaman mendalam tentang kebijakan publik dan pembuatan keputusan yang tepat untuk menyelesaikan masalah publik. Tahapan tersebut berupa siklus berulang yaitu:
[image: ]
Agenda Setting (Penyusunan Agenda) atau perumusan masalah, pada tahap pertama adalah penetapan agenda, di mana masalah atau isu tertentu ditempatkan di radar kebijakan publik. Ini bisa melibatkan pihak-pihak yang berusaha mengangkat isu tersebut ke perhatian publik, media massa, atau politisi. Biasanya, tidak semua isu bisa masuk ke dalam agenda publik, jadi seleksi dan prioritas menjadi penting, dan seleksi masalah prioritas harus dilakukan secara benar demi terciptanya keputusan yang tepat.

Forecasting (Peramalan) dalam tahapan ini akan dianalisis dan dicari konsekuensi apa yang akan di dapat dari alternatif alternatif kebijakan yang ada di masa mendatang dan apakah kedepannya kebijakan tersebut akan dapat menyelesaikan masalah publik secara tuntas atau tidak. 

Rekomendasi kebijakan, pada tahap ini, para ahli, peneliti, atau pembuat kebijakan mengusulkan opsi kebijakan yang mungkin untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Rekomendasi kebijakan harus didasarkan pada analisis data, penelitian, dan pertimbangan yang matang.

Monitoring kebijakan, tahapan ini dilakukan setelah kebijakan diimplementasikan, monitoring kebijakan menjadi penting. Ini melibatkan pemantauan pelaksanaan kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai rencana. Monitoring melibatkan pengumpulan data dan informasi untuk menilai sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya.

Evaluasi Kebijakan, tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan. Tahapan ini melibatkan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja kebijakan untuk melihat apakah tujuan telah tercapai, serta untuk mengevaluasi dampaknya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membuat perbaikan pada kebijakan yang ada, memutuskan apakah kebijakan tersebut masih relevan, atau bahkan mempengaruhi agenda penyusunan kebijakan di masa depan.

Proses ini merupakan siklus berkelanjutan, karena kebijakan publik seringkali memerlukan peninjauan berkala dan penyesuaian seiring berjalannya waktu. Penting untuk memahami bahwa kebijakan publik adalah dinamis, dan kebijakan yang efektif memerlukan perhatian yang berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat yang baik.




Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Mengambil Kebijakan Publik
Mengambil kebijakan publik adalah tugas yang kompleks dan penting, yang mempengaruhi banyak aspek masyarakat. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil kebijakan publik melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Analisis Masalah. Identifikasi masalah yang perlu dipecahkan atau permasalahan yang ingin diatasi dengan kebijakan. Pahami akar permasalahan dan dampaknya pada masyarakat.
2. Tujuan dan Sasaran. Tetapkan tujuan dan sasaran yang jelas untuk kebijakan yang akan diambil. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu (SMART).
3. Kajian Data. Dukung kebijakan dengan data dan informasi yang valid. Lakukan analisis data untuk memahami konteks dan dampak kebijakan yang diusulkan.
4. Konsultasi Publik. Libatkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan pakar dalam proses pengambilan kebijakan. Dapatkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak yang terpengaruh.
5. Pertimbangan Hukum dan Etika. Pastikan bahwa kebijakan yang diusulkan sesuai dengan peraturan hukum dan etika yang berlaku. Hindari pelanggaran hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan.
6. Dampak Sosial dan Ekonomi. Pertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebijakan yang diambil. Pastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan kelompok masyarakat tertentu.
7. Anggaran dan Sumber Daya. Tinjau kemampuan anggaran dan sumber daya yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan. Pastikan bahwa kebijakan dapat didanai dan berkelanjutan.
8. Evaluasi dan Pemantauan, Rencanakan sistem evaluasi dan pemantauan yang akan digunakan untuk mengukur kesuksesan kebijakan dan membuat perbaikan jika diperlukan.
9. Komunikasi Efektif, komunikasikan kebijakan kepada masyarakat dengan jelas dan transparan. Berikan pemahaman yang baik tentang tujuan, manfaat, dan implikasi kebijakan.
10. [bookmark: _GoBack]Keberlanjutan, pertimbangkan dampak jangka panjang kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan. Pastikan keberlanjutan kebijakan seiring berjalannya waktu.
11. Politik dan Kepentingan Khusus, waspadai pengaruh politik dan kepentingan khusus yang mungkin mempengaruhi pengambilan kebijakan. Pastikan kebijakan didasarkan pada bukti dan kepentingan umum.
12. Fleksibilitas, kebijakan harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan perubahan dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Manajemen Strategi Dalam Kebijakan Sektor Publik
Manajemen strategi secara umum terdiri dari kata manajemen yang berarti seni dalam  merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan melakukan kontrol terhadap sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan  maupun organisasi. Sedangkan strategi adalah proses atau  pelaksanaan kegiatan dalam suatu waktu yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Dan dapat disimpulkan manajemen strategi dalam kebijakan publik merupakan  pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengelola kebijakan publik dengan cermat dan efektif. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga publik.

Tahapan manajemen strategi yaitu, 
1) Pengembangan misi bisnis
2) Mengidentifikasikan peluang dan juga ancaman lingkungan eksternal perusahaan.
3) Mengidentifikasikan kekuatan dan juga kelemahan lingkungan internal perusahaan
4) Menetapkan tujuan jangka panjang
5) Menentukan alternatif strategi
6) Pemilihan strategi untuk dilaksanakan.

Tahapan manajemen strategi ini tentunya dapat diimplementasikan pada manajemen strategi dalam kebijakan publik,  dengan tahapan sama namun dengan konteks kebijakan publik yaitu,
· Memutuskan visi, misi dan tujuan kebijakan. Dengan pemerintah atau lembaga publik harus menetapkan tujuan-tujuan dan visi misi dapat dipikirkan mana strategis yang jelas yang ingin dicapai melalui kebijakan publik. Tujuan ini harus sesuai dengan visi dan misi organisasi serta kepentingan masyarakat.
· Pengidentifikasian peluang juga ancaman eksternal 
· Analisis Stakeholder, manajemen strategi dalam kebijakan publik melibatkan identifikasi pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Ini melibatkan kelompok masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah yang mungkin terpengaruh oleh atau berperan dalam kebijakan.
· Menetapkan tujuan kebijakan jangka panjang.
· Memilih strategi yang dirasa pas untuk mencapai tujuan, dan visi misi yang sudah ditentukan dengan adanya suatu kebijakan.

Penerapan manajemen strategi dalam kebijakan publik membantu pemerintah atau lembaga publik untuk mencapai tujuan strategis mereka dengan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Itu juga membantu dalam menjawab tantangan dan peluang yang muncul seiring waktu.
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